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ABSTRAK

Pengadaun barang dan jasa pemerintah di Indonesia dalam kegiatannya seringkali terjadi
penyclewengan berupa korupsi bermodus mark up yang mebuat kegiatan tersebut memiliki
celah bagi okum tertentu untuk mendapatka keuntungan pribadi. Kegiatan pengadaan barang
dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksansan pembangunan nasional, begitupun
dengan organisasi sendiri pengadaan barang dan jasa merupakan hal penting dalam
menunjang kegiatan organisasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Analisis
Penerapan Prinsip Pengadasn Pada Pengadasn Barang di Perwakilan Badan Pengawasan
Keusngan dan Pembangunan Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini berupa Deskriptif
Kualitatif yang mengkaji data dari wawancara dan pengamatan langsung yang didukung
dengan data primer dan data sckunder dari Pewakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Sumatera Selatan. analisis pada penelitian ini berupa melihat prinsip — prinsip
seperti efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparansi, tidak diskriminatif, dan
akuntabilitas sudsh dilerapkan atay befum pada dua metode pengadaan yaitu pengadaan
barang secera clektronik dan pengadasn barang secara kovensional. Setelah dilakukan
penclitian dapat dilihat bahwa pengadaan barang secara clektronik dan pengadaan barang
sccara konvensional di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sumatera Selatan masih ada beberapa prinsip yang belum diterapkan, schingga munculnya
permasalahan yang terjadi pada kegitan pengadaan barang.

Kata Kunci: Pengadaan, Prinsip Pengadaan, Pengadaan Barang.
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ABSTRACT

The procurement of govermmeni goods and services in Indonesia in its activities ofien
oceurs fraud in the form of mark up mode that is made of the activity that has a gap for
certain persons to gel personal profit. The procurement of goods and services play an
impariant role in the implenernation of national development, including its own organization
procurement of goods and services is esseatial in order 1o support their vrganization. This
research has the objective io knww the principle of unalysis procurement on procurement of
goods at the Indonesia’s National Government Internal Auditor of Sowth Sumatera. This
research aimss fo analyze the implementation of procurement principles on procurement of
goods in Indonesia’s National Government Internal Auditor of South Sumatera. The kind of
research is descriptive qualitative that looked at data from the mterviews and direct
observations that kave supporied by primary and secondary dista from Indonesia’s National
Government Interral Auditor of Sowth Swumatera. The analysis of this research in the form of
seeing the implementation of the principle as efficient, effective, fair compeiition, openness,
transparency, ot discriminating, and accountability it has been applied or not yet on two
methods of the procurement as the procurement of goody in electronically and procurement
of geods in conventional. Throngh reszarch can be seen that procurement electronically and
procurement conventionully in Eudonesia’s National Govermment Internal Auditor of South
Sumaicra thre were severad primciples that have not applied, and the problems that occur on
the procurement of goods.

Keyword : Procurement, procurement prizeiples, procurement of goods.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan merupakan salah satu kegiatan
yang sangat penting dalam mempertahankan keberadaan suatu organisasi atau instansi
pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang dan jasa menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah
mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk
peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan salah satu wujud dari good
governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good governance
merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab,
serta efisien, efektif, dengan menjaga kesingergian interaksi yang konstruktif diantara

domain — domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan barang pada umumnya di lingkungan pemerintah
Indonesia menggunakan pengadaan barang secara konvensional berupa pengadaan
langsung, penunjukkan langsung, dan tender, sedangkan untuk pengadaan barang
secara elektronik sendiri berupa e-purchasing dan e-tendering. Pada awalnya
pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sendiri seluruhnya menggunakan
pengadaan secara konvensional, namun beberapa tahun kebelakang mulai munculnya
sistem yang membuat pengadaan dapat dilakukan secara elektronik yang diharapkan

mampu mengatasi kelemahan dari sistem pengadaan yang sebelumnya.



Menurut  Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas
pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi
dimanapun diseluruh dunia (OECD, 2007). Indonesia sendiri memiliki catatan pada
tahun 2019 ada sebanyak 61 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa. Dilihat dari data tersebut dapat dapat dilihat bahwa pengadaan
barang/jasa secara konvensional masih memiliki celah untuk oknum — oknum
melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga pengadaan secara
elektronik menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang timbul

akibat pengadaan secara konvensional.

Adanya pengadaan secara elektronik diharapkan dapat menurunkan angka
korupsi yang berhubungan pengadaan barang/jasa dengan adanya keterlibatan
teknologi didalam kegiatannya. Persoalan mengenai pengadaan secara
konvensional menurut Purwanto (2008) menyatakan beberapa hal berupa minimnya
monitoring, penyalahgunaan wewenang, penyimpanan kontrak, kolusi, manipualasi
dan tidak transparan serta lemahnya SDM. Pelaksanaan pengadaan secara
konvensional merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa
pemerintah yang telah dilaksanakan dalam waktu yang panjang dan sudah sangat
familiar bagi para pelaksananya, namun seringkali terjadi penyimpangan didalam
pelaksanaannya. Maka dari itu mulai muncul sebuah sistem pengadaan secara
elektronik yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan — permasalahan yang
terjadi di pengadaan secara konvensional, namun melaksanakan pengadaan secara
elektronik di ruang lingkup pemerintah bukan hal yang mudah untuk dilakukan,
banyak tantangan maupun hambatan yang terjadi dalam prosesnya. Diperlukannya
waktu dan usaha bagi pihak pemerintah/lembaga agar pengadaan secara elektronik

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya serta dibutuhkan aturan yang tepat
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sebagai acuhan dalam pelaksanaannya, kemudian perlunya pelatihan terhadap
pelaksana pengadaan barang/jasa atau sumber daya manusianya, serta perlunya
dukungan fasilitas — fasilitas pendukung pengadaan yang memadai sehingga

pengadaan secara elektronik dapat dilakukan dengan maksimal.

Pengadaan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintahan Indonesia saat
ini masih dilakukan secara konvensional dan elektronik, namun pengadaan
elektronik diharapkan dapat digunakan lebih dominan sehingga menghindari
permasalahan yang disebabkan oleh pengadaan konvensional. Pengadaan secara
konvensional dan pengadaan secara elektronik sendiri masih memiliki kelebihan
dan kekurangannya masing-masing, untuk pengadaan konvensional sendiri secara
garis besar memiliki kelebihan berupa penyedia lebih familiar terhadap pengadaan
tersebut karena sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan untuk kekurangannya
sendiri berupa seringkali menjadi peluang bagi oknum — oknum menyedia
melakukan tindak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sedangkan untuk pengadaan
elektronik sendiri memiliki kelebihan berupa pelaksanaanya dilakuakan sistem
yang berbasis internet sehingga pengadaan lebih terbuka dan transparan, untuk
kekuranganya sendiri berupa masih ada pelaksana pengadaan atau sumber daya
manusia yang tidak semuanya memahami penggunaan internet dan belum familiar

dengan sistem berbasis internet.

Pada penelitian yang dilakukan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan,
kegiatan pengadaan yang dilihat berupa pengadaan barang dilakukan dengan dua
cara yaitu dengan pengadaan barang secara konvensional dan pengadaan barang
secara elektronik. Pengadaan barang secara konvensional di Perwakilan BPKP
Sumatera Selatan merupakan cara yang dilakukan dalam mendapatkan barang yang

sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan untuk beberapa tahun belakang ini
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yaitu seringkali dengan penunjukkan langsung sedangkan pengadaan secara
elektronik mulai dilakukan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan beberapa tahun

terakhir saat ini dilakukan menggunakan e-purchasing.

Kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
menggunakan cara secara konvensional maupun elektronik sudah seringkali
dilakukan namun didalam kegiatannya masih ada saja hal — hal yang tidak
dilakukan dengan maksimal yang menimbulkan permasalahan. Pengadaan barang
yang dilakukan secara konvensional seringkali dalam pelaksanaannya masih
memilih pihak pengada yang terdahulu atau yang sering digunakan, sedangkan
untuk pengadaan secara elektronik seringkali dialihkan ke pengadaan konvensional

karena dianggap lebih mudah pelaksanaannya.

Melihat dari munculnya permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka
penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang penerapan
prinsip pengadaan pada pengadaan barang di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan,
agar kedepannya kegiatan pengadaan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan dapat
dilaksakan secara maksimal dengan menerapkan prinsip pengadaan yang ada. Maka
penelitian ini berjudul ”Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan
Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sumatera Selatan”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini

dapat dilihat sebagai berikut :
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1. Bagaimana Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang Secara
Elektronik di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Sumatera Selatan?

2. Bagaimana Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang Secara
Konvensional di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis mengenai
prinsip yang diterapkan pada pengadaan barang di Perwakilan BPKP Sumatera

Selatan.

2. Tujuan Khusus
Untuk mengetahui prinsip apa saja yang telah diterapkan dalam
pelaksanaan pengadaan barang secara konvensional dan pengadaan barang

secara elektronik di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini berupa memberikan kontribusi berupa bagi
kajian Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Manajemen Sektor
Publik serta sebagai acuhan terhadap penelitian selanjutnya terutama pada

penelitian pengadaan barang/jasa pemerintah.
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2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian berupa menjadi bahan pertimbangan bagi
pihak Perwakilan BPKP Sumatera Selatan untuk memaksimalkan penerapan
prinsip dalam kegiatan pengadaan barang barang secara konvensional maupun

elektronik.
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